SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu dibentuk  Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
bahwa sehubungan dengan adanya pergantian
pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung,
perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola
dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa

Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan



Mengingat

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulungagung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung.

Menetapkan bagan struktur, nama personil dan uraian tugas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan



Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Tulungagung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor
52 /Kpts/KPU-Kab-014.329939/2016 tentang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG

BAGAN STRUKTUR, NAMA PERSONIL DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

PEMBINA
Ketua dan Anggota

TIM PERTIMBANGAN

1. Divisi Sosdiklih dan Parmas

2. Sekretaris

ATASAN PPID
Sekretaris

3. Kepala Sub Bagian

l

PPID
Kepala Sub Bagian

SDM

Partisipasi Masyarakat dan

l

TIM PENGHUBUNG
Kepala Subbagian

l

DESK PELAYANAN
Perwakilan Staf Setiap
Subbagian




B. Nama Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

No. Nama Jabatan dalam Jabatan dalam
Kedinasan PPID
1 2 3 4
1. | Moh. Lutfi Burhani Ketua Pembina
Andik Budiarto Anggota
Dewa Aditya Parmantho
Jantur Noga Iswantoro
Susanah
2. | Andik Budiarto Divisi Sosialisasi, Tim
Pendidikan Pemilih, Pertimbangan
Partisipasi
Masyarakat, dan SDM
Much. Anam Rifai Sekretaris
Ahmad Abdul Gani Kepala Subbagian
Teknis dan Hukum
Riska Widya Winarti Kepala Subbagian
Keuangan, Umum,
dan Logistik
Aminah Widarti Kepala Subbagian
Perencanaan, Data,
dan Informasi
Much. Anam Rifai Sekretaris Atasan PPID
4. | David Hartanto Kepala Subbagian PPID
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan SDM
5. | David Hartanto Kepala Subbagian Tim
Partisipasi, Hubungan | Penghubung
Masyarakat, dan SDM
Ahmad Abdul Gani Kepala Subbagian
Teknis dan Hukum




No. Nama Jabatan dalam Jabatan dalam
Kedinasan PPID
1 2 3 4
Riska Widya Winarti Kepala Subbagian
Keuangan, Umum,
dan Logistik
Aminah Widarti Staf Subbagian
Perencanaan, Data,
dan Informasi
6. | Rischy Anugra Staf Subbagian Desk Pelayanan

Partisipasi, Hubungan

Masyarakat, dan SDM

Ristania Fitri Wulandari

Staf Subbagian

Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan SDM

Tony Hartanto

Staf Subbagian Teknis

dan Hukum

Siti Nurmawati

Staf Subbagian Teknis

dan Hukum

Suyani

Staf Subbagian
Keuangan, Umum,

dan Logistik

Diana Khanza Pramadita

Staf Subbagian

Utami Keuangan, Umum,
dan Logistik
Didik Yuliana Staf Subbagian

Perencanaan, Data,

dan Informasi

Yuris Fahrul Abror

Staf Subbagian
Perencanaan, Data,

dan Informasi




C. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

1. Pembina PPID bertugas:

a.

menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tulungagung.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas memberikan

pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka

pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulungagung.
3. Atasan PPID bertugas:

a.

memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tulungagung;

mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses
informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung; dan

memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah

sesuai dengan peraturan perundangan.

4. PPID bertugas:

a.

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung;

menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh
unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tulungagung;



-10-

d. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik
bersama dengan Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;

e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada
atasan PPID.

5. Tim Penghubung bertugas:

a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;

b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
dan

c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan
dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas

dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd,

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG




